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ABSTRAK

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria

dan wanita yang diaku sah, melainkan schagai pelaksana proscs kodrat hidup
manusia. Seperti halnya Perwakinan dibawah umur di lingkungan masyarakat
timbul karena adanya huhtrapa faktor diantaranya tingkat ekonomi yang rendah,
tingkat pendidikan yang rendah, faktor adat yang mengedepankan nilai moral di
dalam masyarakat, faktor pergaulan bebas dan lain lain. Dalam hal ini Penulis
tertarik untuk menganalisanya kedalam skripsi yang berjudul “PROSEDUR
PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.P/2019/PA.Smg” dengan prosedur
permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur menurut putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan analisa deskriptif yang
berfokus pada data sckunder untuk dianalisa secara kualitatif Mengenai
perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan Undang-Undang. Salah
satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseOrang boleh
menikah, Dalam situasi darurat, pernikahan diperbolehkan sesuai  berbagail
persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur,

baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke ;
pengadilan agama dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dan
persyaratan usia. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya
pertimbangan yang khusus sehingga mendapat pengecualian dalam hal tertentu
yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi
kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh
undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki
halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang- T
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
1989 tentang Peradilan Agama.
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